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RINGKASAN

P.O. Borobudur Indah merupakan suatu badan usaha dibidang pengangkutan
orang dengan izin usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Nomor: 001/B1/2007
tanggal 31 Mei 2007. Dalam menjalankan usahanya, P.O. Borobudur Indah
memperkerjakan para pekerja yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, tidak terdapat
perjanjian kerja secara tertulis antara pekerja dengan pengusaha.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa hak
pekerja P.O. Borobudur Indah yang mengalami kecelakaan kerja, serta untuk
mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja di P.O. Borobudur Indah apabila tidak terdapat perjanjian kerja
antara pekerja dengan pengusaha. Metodologi dalam peneitian ini, sehubungan
dengan tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan hukum yang
dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait
dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan
dalam pembahasan, analisa yang digunakan berpijak pada asas hukum, logika hukum,
argumentasi hukum, dan interpretasi hukum sehungga secara preskripsi dapat
menjawab permasalahan yang diajukan dan akan dijabarkan dalam saran.

Hasil kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa sehubungan dengan tidak
adanya perjanjian kerja tertulis antara pekerja dengan pengusaha, berakibat
kurangnya kepastian hukum bagi kedua pihak apabila timbul sengketa
ketenagakerjaan dikemudian hari. Dalam keadaan ini, Perjanjian Kerja tertulis
sebenarnya sangat besar maknanya bagi pekerja dan pengusaha. Karena didalam
perjanjian kerja tertulis, memuat adanya syarat- syarat yang menjadi hak dan
kewajiban pengusaha maupun pekerja. Dalam UU Jamsostek disyaratkan bahwa

pekerja berhak atas jaminan sosial atas dirinya dan keluarganya. Secara hubungan



causal verband , hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha. Akan tetapi, pada
prakteknya masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang merupakan amanat konstitusi Pasal 28H
ayat (3) UUD 1945.

Saran bagi pekerja dan pengusaha hendaknya membuat perjanjian kerja secara
tertulis yang memuat syarat hak dan kewajiban masing- masing pihak sehingga
tercipta hubungan kerja yang terkendali dan saling memberi kepastian hukum, bagi
pengusaha adalah hendaknya dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan
pekerjanya dengan mendaftarkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena
kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja seringkali tidak dapat dihindari terlebih
pada jenis usaha pengangkutan dimana para awak yang diperkerjakan berisiko
menghadapi kecelakaan lalu lintas, bagi pekerja hendaknya dapat menyampaikan
hak- haknya kepada pengusaha atau Badan Pengawas ketenagakerjaan apabila terjadi
pelanggaran hak dalam hubungan ketenagakerjaan yang berpotensi menimbulkan
kerugian bagi pekerja, bagi pemerintah hendaknya dapat melaksanakan program
pengawasan secara lebih tepat dan terarah dalam rangka memberikan perlindungan

hukum bagi pekerja maupun bagi pengusaha.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya, memiliki kebutuhan yang beraneka ragam.
Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia dituntut untuk bekerja, baik
pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang
diusahakan sendiri adalah bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri.
Sementara bekerja untuk orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang
lain yang memberi perintah dan mengutusnya serta yang bersangkutan harus tunduk
dan patuh kepada orang lain yang memberinya pekerjaan tesebut.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah
selaku penguasa untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya.
Ketenagakerjaan menjadi salah satu permasalahan yang masih sulit untuk dapat
dituntaskan oleh pemerintah. Hal demikian tercermin pada tingginya angka
pengangguran di Indonesia dan masalah lain yang ditimbulkan dari bidang
ketenagakerjaan diantaranya upah minimum dan perlindungan hukum atas hak
pekerja yang dapat menjadi konflik antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan bentuk pemenuhan hak
dasar yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia dan dilindungi oleh Konstitusi
yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yaitu “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan)
alinea kedua bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa
sehingga terpenuhi hak-hak yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh
serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi

perkembangan dunia usaha.



Pembangunan atas ketenagakerjaan meliputi pemenuhan hak-hak dasar para
tenaga kerja, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan
jaminan. Pemenuhan hak-hak tersebut demi menjamin rasa aman, tenteram, keadilan
serta kehidupan yang sejahtera lahir batin sehingga produktivitas kerja juga dapat
ditingkatkan.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan
dengan kepentingan tenaga kerja baik sebelum, selama dan setelah masa kerja. Selain
itu juga berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat.
Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan sebelum ada hubungan kerja meliputi
pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan
(diklat) untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja sehingga
mereka mampu bersaing dalam pasar kerja dan dapat memenuhi permintaan pasar
kerja. Selanjutnya, selama tenaga kerja bekerja pada pemberi kerja, pembangunan
ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk pembinaan dan perlindungan dan hak-hak
pekerja atau buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan
keluarganya. Sementara itu, ketika hubungan kerja selesai, pembangunan
ketenagakerjaan diarahkan pada pelaksanaan hak-hak mereka pasca hubungan kerja
misalnya uang pensiun atau jaminan hari tua.!

Aspek hukum ketenagakerjaan,® harus selaras dengan perkembangan
ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga substansi kajian
hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja semata, akan tetapi
telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah
yang substansi kajiannya tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan
kerja (during employment), tetapi setelah hubungan kerja (post employment).
Konsepsi ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat

hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut atau belum.

Rocky Marbun, Jangan Mau di-PHK Begitu Saja, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 26.
Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



